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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAAMBON,

Menimbang   : a, bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Hiburan yang
diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3
Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota ambon
Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tabahah Lembaran Daerah Nomor 244)

perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak

Hiburan;

Mengingat      ; 1, Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat II Dalam Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  111;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 3 TAHUN2012

TENTANG

PAJAKHIBURAN



tiLta. tJ:_ ^Tcinn\ivepuoiiK luuuuesia iNOiiior ji /y).

8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2009 Nomor I Seri A Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor

242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

RAH T-^xprxxx x

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.

2.Walikota adalah Walikota Ambon.

3.Pejabat adaiah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4.Dinas  adalah organisasi  perangkat   daerah dilingkungan pemerintah kota yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang iidak meiakukan usaha yang meiiputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955
tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);

6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010, Nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5161);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Da^rah Vano Dinnnant RerHa:arVan Ppin^tanan t^finaia Da^rah Atan
.a-* h^^^. ^x ^.   ^ uai^ a^iL/uu^M^ aaviuu^tuutMi ^. ^^^vy*u^ ^ ^-^^^v^a-a^ aaiawaMU a aaaaaa
Dibayar  Sendiri  Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010, Nomor 153); (Tambahan Lembaran negara



21 •. Surat Ta^ih^^n P^iak Daerah vana seianintnva Hisinakat STPD adaiah ssnrat nntnk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

6.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan

hiburan.
8.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang

dinikmati dengan dipungut bayaran.

9.Harga tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum
pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

10 Maa Paiak aHaiah ianaka wakhi vana lamanva 1 f^ahO samnai rlenaan 3 ^tioa^ hi i Ian
A. ^,.  J...1V.^V. ^^j^l. '-" J""6— ,.*.   JA^AA^ ^^^X^W^^V^  A.  ^AAAA-AA^J -""J"" "-"B"" " V"t>*V ^ -̂*^A+

kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

1? Paiak vana tenitana a^alah naiak vana hams dihavar nada snatn saat dalana Masa Paiak
^••*-• •* •*)*• ;~'b "•^^--"& ^—^. ^ -̂j"--- .7 "-"to •• -aaa^^j^aa ^^.^^. ..^. ^^^v, ^^..^.. ..^~ ^. ^j .^^..,

dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnyd disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15.Surat Tanda Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16.Surat Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat STBP adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir dan
diberikan kepada bendahara penerima sebagai bukti pembayaran.

17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
KetetapaTi pajaK yang meiiefitiikiili jUTulali pokok pajak sama uesaniya deiigali jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
tenitanp.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih kecil daripada pajak yang terutang atau seharusnya

tidak terhutang.



e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f.sirkuS; akrobat; dan sulap:

g.permainan bilyar, golf, dan bowling;

h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center): dan

A  n
VA.   |^

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.tontonan film;

b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

mcIicIiiUKaIi tcf SaligKaiiya

22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  yang  terdapat  dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

23.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
T, %   ^'^ t_    „ T^  *   1     T1 . AOa T/^^a^aT~!1- T*\1-   Oa T/'—a^a—T*1-
remucnuuiuau rajaii. xcruuuig, omai jvciciapau raja^ uacraii, ouiai js.eieiapau rajaK.
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Ke^utus^n Keberatan vanp diaiukan olsh Wajib Pajak;
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur tmtuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode Tahun Pajak tersebut.

26.Pemeriksaan adalah serangkaiaii kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

27.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta



%^<v^i r^if r+ m^fl c^rot  rvi nr^i^i unn /n*^r /I    t^ii^rd l^/^^v^ rxf^r*^\  (fi ^^% art ri rt^rt^i^l n^nann^l.  yaiiu pijai, icjlxcjv^i, uiauui uap/spa uaii pusa^ r.tuugaicui ^nuic^a ^^uuc; scuraai

(dua puluh persen);
j. pertandingan olahraga sebesar 15% (lima belas persen);

(2)Setiap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dengan
menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan HTM.

(3)dikecualikan dari kewajiban pajak adalah penyelenggaraan hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukan bagi kegiatan amal.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen)

b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

1). Pagelaran kesenian modern, tradisonal dan/ atau busana sebesar 5% (lima

persen);

2). Pagelaran Musik dan /atau tari modern sebesar 10% (sepuluh persen)

c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);

J t ~_ien/ n:\.u. raineran seoesar ^-/o (lima persen^;

e._diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya:

1)karaoke sebesar 30 % (tiga puiuh persen )

2)diskotik, club malam dan sejenisnya 35 % (tiga puluh lima persen)

f.sirkus, akrobat, dan suiap sebesar 5% (iima persen);

g.permainan bilyar, golf, dan boling :

1)permaianan bilyard 20 % (dua puluh persen)

2)golf dan boling sebesar 15 % (lima belas persen);

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permaianan ketangkasan sebesar 15% (lima

belas persen);

(1)Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya

diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2)Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 4

j.   pertandingan olahraga.



Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN S AAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan lain oleh

Walikota.

Pasal 10

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan.

BAB VI

PENDAFTARAN, PENGUKUHAN, PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1)Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan usahanya kepada Walikota melalui Dinas.
(2)Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya

kegiatan usaha dan telah memiliki SITU.
(3)Setelah melakukan pendaftaran, Wajib Pajak dikukuhkan dengan diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(4)Pengukuhan Wajib Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1)Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap  awal Masa Pajak wajib
mengisi SPTPD.

(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap, dan
Vpn^r <!f>rtn rlitanrt^t^nonni ci\ph W^ii^ Pai^V ntnn ^fim<janvn
V "̂̂  ' a ^^*  ^^k* % \ \.<%  ^^ ^ VWM ^ ^ ^^_^ WWAB * ^ii ^l il M ^  ^^ ^^^-^^ ^ ^  W^I A ^^ A *L 1 | ^,^^^ WAWWAWA A. ^ W^WI f c ^W^B ^ T \li

(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota
melalui Dinas  selambat-lambatnya  15 (lima belas)  hari  setelah berakhirnya

Masa Pajak.



t) jiKa oeraasarKan nasii pemerucsaan atau Keterangan tarn, pajaK yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2)jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran;

3)jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

dan nota perhitungan.

(5) ^Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri  dibayar  dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya

sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan
pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala
Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

^4^  Dokumcn Isin V2n d^dS^im^kau seb^orairnana Hirnaksiid rtada avat CV\ ben^a karris

(4)Walikota atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima
dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) untuk jangka waktu tertentu.
(5)SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau

tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD

yang teiaii uitetapKaii.

(6)Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan negara  akan dikenakan sanksi administrasi berapa denda sesuai dengan

Peraturan Daerah ini;
/^\  T^    a- 1   *   '  a a*'J ^.^*OTVTTVTN1!J!1--1 _^J_^/)  DeiiuiK, iSi,iaia cara peiigisisaii uau peiiyaiupaiau or irju seoagamiaua umiaKsuu paua

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(?^ Tnmiah Vpioiranaan nni^V vana t^rntana rlalam ^^PDt^R ^ehaaaimana ^irnaViviH naHa

ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Pasal 16

(1)Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat

terutangnya pajak.

(2)SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat   Keputusan Pembetulan, Surat   Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
OeftaniOaii iiiefUpaiCaii dasar peiiagihaii pajak dan hams diluiiaSi dalaiii jangka Waktu

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2%

tdua nsrssn^ sebulaiL

Pasal 18

(1). Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota atau nc'abat vana ditumuk Ssuai waktu vancr ditentukan dalam SPTPD
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.J



(1)Setiap pembayaran Pajak sebagaimana pada Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicaiai dalam bukii peherimaah.

(2)Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1)Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a.paj ak dalam tahun berj alan tidak atau kurang dibayar;

b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat saiah
tulis dan/atau salah hitung;

c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa biniga dan/atau denda.

(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya

pajak.

Pasal 22

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perandang-
undangan.

tl ^n
r asai am

(2). Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambataya 1 x 24 jam atau dalam waktu

yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.

Pasal 19

(1)Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus.

(2)Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak
terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f3^ Ana^nr^n tiftmh^varan P^i^^ ^ehaanim^na rtimnk<5iirl nadu aYat (2) hUTUS dilakukan

secara teratur dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak

yang belum atau kurang bayar.
(4)Walikota dapat  memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda

pembayaran Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan bunga 2%

(dua persen) dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat

yang ditunjuk.
cy\ pgrtT>r>hrmari b^iridiii0 scbsasiiii^ns dimciksud ^sds 2v2t ^^ dic^uk2ii scc^r^ tcrtulis

dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Fasal 24

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
buian, sejak tanggai Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan.
(2)Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabuikan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

c.SKPDLB;
d.SKPDN; dan/atau
e.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga.

(2)Keberatan diaiukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia denean disertai alasan-alasan

yangjelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

(^i\ Kpbprnt^p ^^n^ tid^k niem^^iiuhi nrcv^r2tsii ^f"bda^inisns. dimdRsud nsd^ ^vst ^1^ ^v^t

(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda

bukti penerimaan surat keberatan.
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BAB XIII
TAMBAHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), pasal 21
ayat (2) dan ayat (3), pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), wajib pajak yang melalaikan kewajiban
dan tetap menunda dan/atau menolak membayar atau menambah pajak maupun dendanya
atau dengan sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah atau
memimgut tetapi tidak disetorkan ke kas daerah atau tidak meiayani dengan baik petugas
dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan
melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari walikota, Walikota

berwenang:

BAB XII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 27

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal:

a.Terjadi suatu bencana;

b.Pemberian Stimulus  kepada maSyarakat/'Wajib Pajak dengan memperhatikah
kemampuan Wajib Pajak;

c.Usaha pengentasan kemiskinan;

d.Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan

e7 Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(^^ Tmh^^i^n hnnan <jehaa^iimflna r^mnlr^iirl n^Ha av^t C\^ Hi^itiina sp.inlr hiil^n t)^1irldS^Il
W -"••"•^***•••"  ^M^^^ k^^^M-^^^X^M^*. M^..^^M. M^ ^M^* M^ Mb y-b/ M-MMVM**^ b.MJM^^

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluji persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan..

(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.
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</; waiiKota aaiam jangka waxm panng tama iz (aua Deiasj Duian, sejaK anenmanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
Seuagaiiiiaiia uiuiaksiiu paua ayat (Ij laTigSUilg uipernitluigKari UThUk iriciLuiasi tcncbui

dahulu utang Pajak tersebut.

(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.

c.Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d.membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e.Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar w'ajib Pajak aiau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengtirangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI

Pasal 29
(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat dapat

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)Walikota atau pejabat yang berwenang mengurangkan atau menghapuskan sanksi

aufiiiliistFatii oenipa uiiiiga, ueliua, uali kcliaijuui pajak yang tcrutalig meliuTut peimUFan
perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena:

a.Kesalahannya;
b.Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

^KPDT R vano tidak henar

(l).Menyegel/menutup sementara tempat usaha dalam jangka waktu tertentu sampai denda

berupa bunga dibayarkan; atau
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BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33

(1)Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2)Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau

pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

(1)Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal31

(1)Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsungmaupun tidak langsung;

(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa

tersebut.

(4)Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar  2% (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1)Pejabat Pegawai Negeri  Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
WeWeiiang khusus sebagai Peilyidik "unfiik melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b men^iiti  m^noari  rl^n mp.noiimroiilr^^n Vpferanaan menoenai nrano nribaiti  atau
^/ *A1^V11VA^ ^^9^JL^VA^V^iW. A. ^^^^UA\ 1 • "^* * 1 fci  ^il I i | ^ V^ ^ *% V^^ •A^1^^^^ V^^i ^ h^^ ,m,^AlVU^^.Vl^^lX^ A HII )•UAA^^^Anxtl ^-^

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan Daerah;

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah;

e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;

Pasal 34
(1)Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka meiaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

(1)Perangkat daerah yang meiaksanakan pungutan pajak dan pihak lain yang membantu

dapai dibefikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ay at (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Besarnya pembayaran ensentif ditetapkan oleh Walikota.
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Pasal 39
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 41 adalah pelanggaran

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pajak hiburan yang masih terutang
berdasarkan peraturan daerah kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009 masih dapat ditagih
selama belum dilunasi pembayarannya.

Pasal 38

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya

Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XX
KETENTUAN PIBANA

Pasal 37

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar,

(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

j.   raenghentikan penyidikan; dan/atau
k. mdakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyarapaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR-3 SERI B NOMOR 03

ATUHERU

/

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Pebruari 2012

ARIS KOTA AMBON,f

Ditetapkan di Ambon
y. pada tanggal L5 Pebruari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Pasal 42

(2) Semua izin hiburan yang sementara diproses maupun yang sudah terbit tetap diproses

dan berlaku sampai habis masanya.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

(1)Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembartn Daerah
Kota Ambon Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 244)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemungutan Pajak Hiburan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Daer ^ ini dinyatakan tetap beriaku,
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I.UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan fflerupakaa j@ni pajak
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasai dari
Pendapatan Asii Daerah PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah periu di
optimalkan dan ditingkatkan untuk memberikan daya ungkit terhadap peningkatan
iklim investasi serta pertumbuhan perekonomian daerah yang secara otomatis dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mendorong terwujudnya
kemandirian daerah untuk berotonorai.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka Peraturan Daerah ini menetapkan
pengaturan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pungutan Pajak Hiburan di Kota
Ambon Ambon.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat(l)
Cukup Jelas

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 3 TAHUN2012

TENTANG

PAJAKHIBURAN
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Ayat(2)
Cukupjelas

Pasal 6

Ayat(i)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kegiatan amal dalam ayat ini adalah kegiatan
pengumpulan dana untuk pembangunan fisik rumah ibadah dan

kepalangmeraban.

Pasal 7
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak

Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang     Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Uang yang Diterima atau yang
Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara Hiburan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Mass pajak yang ditetapkan oleh Walikota paling lama adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Ayat(l)'  •

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
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Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib P^jak setelah terlebih dahulu
ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Cara kedua, ptyak dibayar sendiri adalah pengenaan p^jak yang
memberikan kepereayaan kepada Wajib Ptyak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan meiaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan eara niembayar
sendiri, diwajibkan meiaporkan pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepereayaan menghitung,
memperhitungkan, membayar,, dan meiaporkan sendiri pajak yang
terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat

diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana
penagihan.

Pasal 15

Ayat (1)
Hurufa

Angka 1)
Cukup jeias.
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Angka 2)
Cukupjelas.

Angka 3)
Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara
jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang
yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk.

Hurufb

Cukup jelas

Hurufc

Cukupjelas

Ayat(2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak
yang tidak atau terlambat dibayar untuk j angka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang
bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukupjelas•

Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib
Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara

jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat(l)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Mas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)



Ny, J. Silooy, SH

Ketua
Dharma Wanita Persatuan Bagian Hukum

Sekretariat Kota Ambon

Jam: 14.00 Wit

Tempat: Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon

Mengingat pentingnya pertemuan dimaksud, maka kami mohon kesediaan Ibu-ibu untuk dapat

hadir dan mendahuluinya kami sampaikan terima kasih.

H^ri
illUX

Sehubungan dengan akan dibicarakan kepengurusan yang baru pada Dharma Wanita Persatuan

Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, maka kami mengundang Ibu-ibu untuk hadir dalam

pertemuan yang akan dilaksanakan pada

Kepada:

Ibu

Di
Tempat

Perihal: Undangan

DHARMA WANITA PERSATUAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA AMBON

Ambon, 13 Februari 2012

Nomor: 0i/DPW-Hukum/II/20i2
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 2S7

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukupjelas

Pasal 41

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (1)

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 38

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat(l)
Pasal 37

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jeias

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat(l)
Pasal 36

I

i

i

f

If-


